
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1253, 2020 BAWASLU. Tanda Naskah Dinas. Pencabutan. 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2020  

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik 

dan terpercaya diperlukan pedoman tata naskah dinas 

yang sesuai dengan prinsip kaidah dan standar 

kearsipan serta merupakan bagian dari sistem 

penyelenggaraan kearsipan nasional; 

  b. bahwa untuk penyempurnaan dan peningkatan 

ketertiban administrasi dalam penyusunan naskah dinas, 

serta berdasarkan hasil evaluasi tata naskah dinas oleh  

lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dan untuk 

memenuhi kebutuhan kelembagaan tentang naskah 

dinas elektronik terdapat beberapa pengaturan dalam 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 



2020, No. 1253 
-2- 

Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri dan kesekretariatan 

sebagai pencipta arsip bertanggung jawab menyusun tata 

naskah dinas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum tentang Tata Naskah Dinas; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 432); 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG TATA NASKAH DINAS. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 

3. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi 

dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

4. Naskah Dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi 

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan. 

5. Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas berupa 

komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronis 

atau yang terekam dalam multimedia elektronis. 

6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara 

Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. 

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah 

Kabupaten/Kota. 

9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia 

yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di 

wilayah kecamatan atau sebutan lainnya. 

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa 

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan 

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 

di wilayah kelurahan/desa. 

11. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk 

oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan di luar 

negeri. 

12. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan 

administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan 

lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata 

ruang perkantoran. 

13. Komunikasi Internal adalah tata hubungan dalam 

penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar 

unit kerja dalam organisasi secara vertikal dan 

horizontal. 

14. Komunikasi Eksternal adalah tata hubungan 

penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh 

instansi dengan pihak lain di luar lingkungan instansi 

yang bersangkutan. 

15. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak 

dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk 
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menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 

16. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 

menggambarkan tata letak dan redaksional, Logo, dan 

cap dinas. 

17. Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang 

menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.  

18. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, 

lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga 

nonstruktural, serta pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota.  

19. Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas 

Instansi Pemerintah. 

  

BAB II 

PENGGUNAAN TATA NASKAH DINAS 

 

Pasal 2 

Tata Naskah Dinas digunakan sebagai pedoman dalam 

pengelolaan Administrasi Umum berupa Naskah Dinas di 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Panwaslu LN. 

 

Pasal 3 

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

menjadi acuan bagi: 

a. Bawaslu; 

b. Bawaslu Provinsi; 

c. Bawaslu Kabupaten/Kota; 

d. Panwaslu Kecamatan; 

e. Panwaslu Kelurahan/Desa 

f. Panwaslu LN; 

g. Sekretariat Jenderal Bawaslu; 

h. Sekretariat Bawaslu Provinsi; 
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i. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; 

j. Sekretariat Panwaslu Kecamatan; dan 

k. Sekretariat Panwaslu LN. 

 

Pasal 4 

(1) Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:  

a. pendahuluan; 

b. jenis dan Format Naskah Dinas; 

c. penyusunan Naskah Dinas; 

d. pengamanan Naskah Dinas; 

e. kewenangan penandatanganan Naskah Dinas; 

f. penggunaan Logo dan cap dinas; 

g. pengendalian Naskah Dinas korespondensi;  

h. tata Naskah Dinas Elektronik; dan 

i. penutup. 

(2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

BAB III 

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

 

Pasal 5 

Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf h dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasi berbasis aplikasi Naskah 

Dinas Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 6 

Penerapan pengelolaan Tata Naskah Dinas menggunakan 

aplikasi Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 
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BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 7 

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

dalam Peraturan Badan ini termasuk Panitia Pengawas 

Pemilihan Aceh dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi 

Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di 

seluruh wilayah Provinsi Aceh. 

 

Pasal 8 

Penggunaan Logo dan nama lembaga dalam Tata Naskah 

Dinas Panwaslu Kecamatan menyesuaikan dengan Logo dan 

nama lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota dengan mengubah nomenklatur lembaga 

dari Badan menjadi Panitia. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 10 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Oktober 2020 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ABHAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 27 Oktober 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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